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Acara : 1. Courtesy Call Badan Anggaran DPR RI dengan delegasi Parlemen
Ceko
2. Lain-lain
Ketua Rapat . Ketua Banggar DPR RI, Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH.
Sekretaris Rapat . Kepala Bagian Set. Kerja Sama Bilateral, Drs. Robert J. Purba

Hadir Anggota BANGGAR : 1. Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH. (A-248/F PG), Ketua
2. H.Sukiman, S. Pd., M.M. (A-498/F PAN), Anggota
3. H. Ecky Awal Mucharam, S.E., Ak. (A-100/F PKS), Anggota

Hadir Delegasi . 1. Ms.Zderika Hormikova, Vice President of Suprime Audit Office
2. Ms.Zuzana Holounkova, Dept. Of International Relations of Suprime
. Audit Offuce

3. Mr. Jan Bartosek, Vice Chairmant of the Chamber of Deputies of the
Czech Parliament (Head of Delegation)

4. Vladimir Konicek, Chairmant of the Committe on Budgetary Control

5. Mr. Jiri Stetiana, Vice Chairmant of the Committee on Budgetary
Control

6. Stansilav P, Member of the Committee on Budgetary Control

7. Mr. Martin Novotny, Member of the Committee on Budgetary Control

8. Ms. Marcela Halkova, Secretary on the Committee on Budgetary
Control

9. Ms. Sarka Vaskova, Departement of International Relation

10. Mr. Cenek Hajny, 1st Secretary of the Embassy

11. Ms. Silva Ginterova, Interpreter

l. Pendahuluan

Pertemuan dibuka dengan sambutan Ketua Banggar DPR RI, Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH. pada
Pukul 10.00 WIB.
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Kesimpulan

Ketua Banggar DPR RI, Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH. menyambut baik kunjungan delegasi
Parlemen Ceko ke DPR RI.

Mr. Jan Bartosek, Vice Chairmant of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament yang menjadi
Ketua Delegasi menyampaikan maksud kedatangan Parlemen Ceko kali ini bertujuan untuk
berkonsultasi dengan DPR RI terkait mekanisme penyusunan anggaran. Selain itu, Mr. Jan
Bartosek berharap kunjungan ini juga mampu memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara.

Ketua Delegasi, Mr. Jan Bartosek menanyakan mulai mekanisme penyusunan APBN di Indonesia,
pertanggungjawaban anggaran hingga program jaminan kesehatan yang diberikan negara kepada
warganya.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh delegasi Ceko, Ketua Banggar DPR R, Dr. HM. Azis
Syamsuddin, SH. menjelaskan bahwa proses penyusunan APBN dimulai dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun pemerintah bersama DPR.
Dalam  rutinitas tahunan, penyusunan anggaran dimulai dengan pembahasan asumsi yang
dimasukan di pembahasan tahun mendatang.

Ketua Banggar DPR RI, Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH. menjelaskan mengenai mekanisme
pertangungjawaban anggaran, yaitu bahwa di Indonesia terdapat Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang tiap tahunnya mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk
selanjutnya dapat ditanggapi oleh masing-masing fraksi di DPR. Hasil dari BPK tersebut dibahas di
dalam Rapat Komisi XI DPR RI. Dan karena fungsi DPR dalam Undang-Undang R ada tiga yaitu
legislasi, pengawasan dan budgeting maka untuk pembahasan hasil BPK tersebut dibahas di Komisi
Xl dalam fungsi DPR yaitu pengawasan.

H. Ecky Awal Mucharam, S.E, Anggota BANGGAR dan Anggota Komisi X| DPR RI menambahkan
penjelasan Ketua BANGGAR, bahwa mekanisme pembahasan LKPP diserahkan kepada seluruh
fraksi untuk mendalami laporan keuangan seluruh kementerian dan lembaga. Kemudian hasil audit
BPK disampaikan pada seluruh anggota DPR dalam paripurna dan masing-masing komisi berhak
melakukan pendalaman hasil audit tersebut dengan kementerian yang jadi mitra komisi tersebut,

H. Ecky Awal Mucharam, S.E menekankan secara teknis hasil audit dibahas Komisi XI. Pada DPR
Rl periode 2009 - 2014 proses tersebut ada di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR
RI, tetapi pada DPR RI periode 2014 - 2019 mekanisme tersebut dibahas di masing-masing komisi.

Ketua Banggar DPR RI, Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH. Menjelaskan tugas Badan Anggaran DPR Rl
menurut Undang-Undang MD3 yaitu:

1. Membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok
kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

2. Menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi
terkait;
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3. Membahas Rancangan Undang-Undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili
oleh Menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai
alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga:

4. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan
anggaran kementerian/lembaga;

5.  Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan

6. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan  undang-undang  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Ketua Delegasi, Mr. Jan Bartosek menyampaikan terimakasih atas informasi dan masukan dari
Badan Anggaran DPR RI, dan akan menjadi masukan dalam membuat peraturan yang sedang
disusun di Ceko

Penutup

Rapat ditutup oleh Ketua Banggar DPR R, Dr. HM. Azis Syamsuddin, SH. pada pukul 11.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Dfs. Robert Juheng Purba
NIP. 19620703 199203 1 002
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